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BUPATI SUMENEP
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
~ NOMOR - TAHUN 2021 | |
| ,TENTANG o | ;

|
z

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2021 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 264
ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Pasal 15 jayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor' 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusu'nan | Pengendalian| - dén, Evaluasi
Pelaksanaan Rencanei Pembangunan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Daerah | ttentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Sumenep Tahun 2021-2026.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
. Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
- Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
~ Indonesia Tahum 1965 Nomor 19, 'Tambahan
 Lembaran Negara Repubhk Indonebla Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran )Negara Republik
~Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);




10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Repub Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang  Pemeriksaan dan  Pengelolaan dan
Tanggung]awab Keuangan Negara Lembaran Republik
Indonesia Tahun! 2004 Nomol 66, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nornor 4400);lik
Indonesia Nomor 4389),;

Undang- Undang Nomor 23 Tah|un 2004 tentang
Penghapusan | Kekerasan dalam Rumah Tangga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 95);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun' 2004 Nomor| 126, ‘Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran | Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang - (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7251);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perhndungan [dan{ Pengelolaan: 1ngkungan Hidup
(Lembaran Negara: Republik Ind nesia tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembararll Negara Repulbik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang -undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun ' 2019 Nomor, 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);




13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

21.

i

[ i
| i

L | [

Undang- -Undang Nomor 23 Tahlun 2014 tentang
Pemerintahan: Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 'Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones1a
Nomor 560 1) ‘ '
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan |Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573); ‘
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Tahun 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik’ Indones1a
Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerlntah Nomor 13 Thhun ' 2017 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemt rlntah ‘Nomor 26

. Tahun 2008 Tentang Rencana Téta Ruang Wilayah

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Tahun 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

. Lembaran Negara Repubhk Indone§1a Nomor 6322);
20.

Peraturan Pemerlntah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan: Evaluas1 Penyelenggairaan Pernerlntahan
Daerah (Lembaran'’ ‘Negara Repubhk Indone51a Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);




22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesm Tahun 2014
Nomor 80); | . |

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang
Pelaksanaan ' Pencapaian Tu_]ui Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136); i

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik
— Bangkalan - Mojokerto — Surabaya - Sidoarjo -
Lamongan, Kawasan Bromo — Tengger, Semeru, serta
Kawasan Selingkar Wills dan Lintas Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); |

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2008 . tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Da{erah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Ménterl Dalam Negeri
Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negerii Nomor 15 Tahun
2008 tentang Pedoman Umum  Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2118 Nomor 927);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara epubhk Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157); |

Peraturan Menteri Dalam Negen: Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian
Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian
Lingkungan - H1dup Strategis dalam Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka [Menengah Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Fahun 2018 Nomor
459);

!
!
i




30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun
2018 tentang Penerapan Standar PElayanan Minimal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Repubhk Indoesian LI‘ahun 2019 Nomor
1447); ‘

Peraturan Menteri' Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
288);

Peraturan Menteri’ Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708
Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakiran Klasifikasi, Kodeﬁka31 dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009
Nomor 1 Seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun
2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur
2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
2012 Nomor 3 Seri D);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2019-2024
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tlmur Tahun 2019
Nomor 5 Seri D); ‘ !

Peraturan Daerah. Kabupaten Sumenep Nomor 9
Tahun 2011 Tentang Rencana Rentana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupatén Sumenep Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep
Tahun 2011 Nomor 9); [

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12
Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033 (Lembaran
Daerah Kabupaten -Sumenep Tahun 2013 Nomor 10);
Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15
Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 1).




Menetapkan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SUMENEP
dan
BUPATI SUMENEP

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2021-2026.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam: Peraturan Daerah ini yang dlmAksud dengan

1. Bupati adalah Bupati Sumenep;

2. Kabupaten adalah Kabupaten Sumenep;

3. Pemerintahan  Kabupaten adalah  Pemerintah
Kabupaten Sumenep;

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian
dan Pengembangan, yang selanjutnya disebut
BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Sumenep;

S. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD
adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sumenep;

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJPD  adalah® dokumen
perencanaan 'daerah Kabupaten Sumenep untuk
periode 20 (dua puluh) tahun; | ;

7. Rencana Pembangunan Jangka iMenengah Daerah
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan daerah Kabupaten: Sumenep untuk
periode S5 (lima) tahun, terhitung mulai tahun 2021
sampai dengan tahun 2026;

8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 1 (satu) tahun;

10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1. (satu) tahun.

1




BAB II
RPJMD

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan
daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah
Kabupaten dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima)
tahun terhitung mulai Tahun 2021 sampa1 dengan Tahun
2026 yang memuat penjabaran visi, !mISI dan program
Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan
memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Jawa Timur serta memperhatikan
dokumen perencanaan daerah tetangga.

Pasal 3

RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a. BABI : PENDAHULUAN;

b. BABII : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

c. BABIII : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;

d. BABIV : PERMASALAHAN ‘ DAN ISU-ISU
: STRATEGIS |

e. BABV : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

f. BABVI STRATEGI ARAH KEBIJAKAN = DAN

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH;

g. BABVII : KERANGKA PENDANAAN
PEMBANGUNAN DAN PROGRAM
PERANGKAT DAERAH;

h. BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH;

i. BABIX : PENUTUP.

Pasal 4

2 : i |
Penjabaran RPJMD Tahun 2021-2026 sebagalmana
dimaksud dalam Pasal 3, dimuat daﬂam Lamplran dan

merupakan bagian yang tidak terplsahkan dengan
Peraturan Daerah i 1n1

Pasal 5 |

Penyusunan RPJMD menjadi pedoman bagi PD dalam
menyusun Renstra PD dan sebagai acuan bagi seluruh
pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah
Kabupaten dalam melaksanakan kegiatan pembangunan
selama kurun waktu Tahun 2021-2026.

Pasal 6

PD melaksanakan program dalam RPJMD yang
dltuangkan dalam Renstra PD. : |

o 1o




.

‘z | Pasal?

PD melakukan konsultas1 dan - oordma31 dengan
BAPPEDA dalam menyusun Renstra PD dan Renja PD.

: BAB III
- PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan RPJMD.

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
RPJMD sebagalmana dlmaksud pada ayat (1),
dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan L I ; b

.~ BABIV
+ . MASA BERLAKU o

Pasal 9 5

RPJMD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini
berlaku selama S (lima) Tahun masa Jabatan Bupati
terpilih periode 2021-2026.

BAB YV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10 .
|
RPJMD dapat dlberlakukan sebagai RPJMD tran51s1 yang
menjadi pedoman penyusunan RKPD Tghun 2025 sebelum
ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJ MD Tahun
2026-2030 yang memuat visi dan misi !Bupat1 terp111h

BAB VI 1
KETENTUAN PENUTUP

- Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka
Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 Nomor 4)
sebagaimana telah dlubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sumenep ‘Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah K bupaten Sumenep
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun
2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun
2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2017
Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 26 Agustus 2021

BUPATI SUMENEP

ACHMAD FAUZI
Diundangkan di : Sumenep

pada tanggal : 26 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAF-I KABUPATEN
SUMENE

Ir. EDY IYADI, M.Si
Pembina Ytama Madya
NIP. 19658808 199003 1 014

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2021 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 139-2 /2021




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG

P
i

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2021- 2026 ‘
|
I. PENJELASAN UMUM : :
1. Dasar Pemikiran :

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undahg-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah

daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan
pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah
yang dimaksud meliputi:

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang
merupakan kebljakan pembangunan dengan jangka waktu 20 (dua
puluh) tahun; ] | |

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun; dan" o

c. Rencana Kerja Pemerlntah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1
(satu) tahun. :

Dalam Pasal 264 ayat (4) Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa: “Perda tentang RPJMD

ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih
dilantik”.

2. Ruang Lingkup :

Ruang lingkup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima)

tahun yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerlntahan

dengan melibatkan masyarakat { ;
3. Prinsip-prinsip : |

|
Prinsip Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
meliputi :

a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perence{naan pembangunan
nasional; ‘ :

b. dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan
dengan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;

c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan
daerah;

d. dllaksanakan berdasarkan kOI‘ldlSl dan potensi yang dimiliki masing-
masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 disusun selain
berpedoman pada dokumen. RPJPD Kabupaten Sumenep, juga
memperhatikan keselarasan dengan dokumen RTRW 1ntegrasi Kajian
Lingkungan Hidup Strategis RPJ MD. |

Ada 2 (dua) pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD
yaitu pendekatan proses dan pendekatan substantif] Pendekatan proses
meliputi pendekatan politik; teknokratik; partisipatif; atas- bawah (top-

down); dan bawah-atas (bottom-up) Sedangkan pendekatan substantif
adalah holistik-tematik; integratif; dan spasial.




Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah
dilaksanakan dengan menggunakan metode dan keralhgka berpikir ilmiah
untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan
partisipatif adalah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi
Bupati dan Wakil Bupati terpilih ke dalam dokumen perencanaan
pembangunan jangka menengah yarig dibahas bersama dengan DPRD.
Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan
yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan
mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah Kabupaten/Kota, daerah, provinsi,
hingga nasional.

Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan
Daerah  dilaksanakan dengan mempertimbangkan  keseluruhan
unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu ke_saﬁuan faktor
potensi, tantangan, :hambatan | danyatau permasalahan yang saling
berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanaikan dengan
menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu brosés terpadu dan
fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.

Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi
keruangan dalam perencanaan.

II.PASAL DEMI PASAL :
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas TR
Pasal 4 | | | f
Cukup jelas s )
Pasal 5 ‘ ‘ .
Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11 ’

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas




